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ABSTRAK 

PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta 

pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan Hak Tanggungan, dan akta 

pemberian kuasa Membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku Proses jual beli hak atas tanah, yang benar harus 

dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT adalah pejabat 

umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Permasalahan yang 

dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana implikasi dan akibat hukum atas 

kesalahan PPAT dalam membuat Akta Jual Beli Nomor. 39/2020 ditinjau dari 

hukum positif dan Bagaimana tanggungjawab PPAT atas kesalahan dalam 

pembuatan Akta Jual Beli Nomor. 39/2020. Metode Penelitian ini adalah 

penelitian normatif dan sifat dari penelitian ini deskriptif analitik. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum khususnya bagi 

penerima hak dan teori pertanggungjawaban khususnya bagi PPAT yang 

melakukan kesalahan dalam membuat Akta Jual Beli Nomor. 39/2020. Dalam 

membuat Akta Jual Beli Nomor. 39/2020 terdapat 7 kesalahan yang dilakukan 

oleh PPAT. Kesalahan-kesalahan PPAT dalam pembuatan akta jual beli, PPAT 

dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, perdata maupun pidana, dan 

kekuatan hukum terhadap akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT menjadi 

batal demi hukum. 

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli Tanah, PPAT. 
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ABSTRACT 

PPAT is a public official who is authorized to make deed of transfer of land 

rights, deed of imposition of mortgage rights, and deed of authorization to impose 

mortgage rights according to the applicable laws and regulations. Land (PPAT). 

PPAT is a public official who is given the authority to make certain land deeds. As 

explained in Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position 

Regulations for Land Deed Officials. The problem discussed in this thesis is the 

implications and legal consequences of PPAT mistakes in making the Deed of 

Sale and Purchase Number. 39/2020 in terms of positive law and what is the 

PPAT responsibility for errors in making the Deed of Sale and Purchase Number. 

39/2020. This research method is normative research and the nature of this 

research is analytical descriptive. The theory used in this study is the Theory of 

Legal Protection, especially for recipients of rights and the theory of 

accountability, especially for PPAT who make mistakes in making Sale Purchase 

Deed Number. 39/2020. In making the Deed of Sale and Purchase Number. 

39/2020 there are 7 mistakes made by PPAT. PPAT mistakes in making a sale and 

purchase deed, PPAT can be subject to sanctions in the form of administrative, 

civil or criminal sanctions, and the legal force of the sale and purchase deed 

issued by the PPAT becomes null and void. 

Kaywords: Agrement, Land Sale and Purchase, PPAT. 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, 

merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan 

penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besar 

kemakmuran rakyat yang  

kehidupan masyarakat Indonesia, karena digunakan oleh manusia untuk 

bercocok tanam, berternak, berkebun, tempat tinggal, dan melakukan usaha 

lainnya. 

Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber 

daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur 

pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi “bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
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dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, 

sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi dan air, dan kekayaan yang 

terkandung di dalamnya adalah ditunjukan untuk mencapai sebesar-besarnya 

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945, maka dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di muat dalam 

Lembaran Negara Nomor 104, tahun 1960 yang lebih dikenal dengan 

Undang– Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan tujuan untuk memberikan 

kepastian hukum di bidang pertanahan, karena sebelum keluarnya UUPA di 

Indonesia berlaku dua sistem hukum di bidang pertanahan, yaitu hukum tanah 

yang berdasarkan hukum adat (hak ulayat) dan hukum tanah yang 

berdasarkan hukum barat yang terdapat dalam BW (Burgerlijk 

Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 

Semenjak diundangkanya UUPA, maka pengertian jual– beli tanah bukan 

lagi suatu perjanjian seperti dalam pasal 1457 jo 1458 KUH Perdata 

Indonesia, melainkan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama–

lamanya yang bersifat tunai dan kemudian selanjutnya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang 

menentukan bahwa jual–beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang 

dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997 yang 

berbunyi: 1 

”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 

jual–beli, tukar–menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

                                                        

1 Boedi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan PeraturanPeraturan Hukum 

Tanah, Djambatan, Jakarta, hlm. 538–539 
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dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perundang– undangan yang berlaku” 

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, 

tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pasal 2 ayat 

(1) yang berbunyi sebagai berikut: 2 

”PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.” 

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang 

bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Salah satu cara 

peralihan hak atas tanah ialah dengan jual beli tanah. 

Perkataan jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan, di mana 

seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki 

secara sukarela. Menurut Boedi Harsono sebagaimana dikutip dalam bukunya 

Harun Al-Rashid,3 ”dalam Hukum Adat perbuatan pemindahan hak (jual– 

beli, hibah, tukar menukar) merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai”. 

Jual–beli dalam hukum tanah dengan pembayaran harganya pada saat yang 

bersamaan secara tunai. 

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu 

perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji 

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si 

pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang 

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.4 

                                                        

2 Boedi Harsono, Ibid, hlm. 677 
3 Harun Al–Rashid, 1986, Sekilas Tentang Jual–Beli Tanah (Berikut Peraturan– 

Peraturanya), Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51. 
4 R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 1 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu 

persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu 

barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka 

berdua.5 

Selanjutnya menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh 

Suryodiningrat mengatakan bahwa: “jual beli adalah pihak yang satu penjual 

(Verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (Loper) untuk 

memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh 

pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud 

uang”6 

Girik adalah surat kuasa atas lahan termasuk penguasaan tanah secara 

turun-temurun maupun secara adat. Surat girik juga dapat menjadi bukti 

pembayaran pajak PBB atas lahan yang diklaim tersebut beserta bangunan 

yang ada di atasnya. 

Tanah girik adalah proses jual beli, akan tetapi biasanya didapatkan dari 

warisan atau keluarga. Dapat dikatakan tanah tersebut tidak memiliki 

sertifikat resmi sehingga perlu didaftarkan konversi haknya ke kantor 

pertanahan agar legal secara hukum. 

Sifat sertifikatnya yang tidak resmi menyebabkan tanah tersebut lebih 

murah apabila dibandingkan dengan tanah berstatus SHM. UUPA (Undang-

Undang Pokok Agraria) hanya mengakui sertifikat tanah sebagai bukti 

kepemilikan, maka status girik tanah tidak bisa disetarakan dengan SHM atau 

sertifikat lainnya. Namun bisa mengubah status tanah girik menjadi AJB 

(Akta Jual Beli) untuk kemudian didaftarkan sebagai SHM di BPN. 

Tata cara jual beli tanah yang belum memiliki sertifikat tentunya sulit 

untuk dijual. Tanah yang belum bersertifikat adalah tanah adat yang belum 

                                                        

5 Wirjono Projodikoro, 1991, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, 

Sumur, Bandung, Hlm 17 
6 R.M Suryodiningrat, 1996, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung,      

Hlm 14 
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didaftarkan ke kantor badan pertanahan negara. Contohnya tanah girik atau 

tanah petok-D yang pernah kita dengar di daerah tertentu. Tentunya faktor 

tersebut dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya Cara 

Mengurus Sertifikat Tanah karena mereka tinggal di daerah terpencil. Selain 

itu faktor lain seperti tidak terlalu bernilai jual mahal dibanding biaya yang 

harus dikeluarkan, membuat sertifikat tanah di daerah tersebut tidak dianggap 

perlu oleh masyarakat setempat. 

Apabila Anda tertarik membeli sebuah tanah yang belum bersertifikat, 

tentunya langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan 

pengurusan sertifikatnya terlebih dahulu.  Ada dua proses yang harus diikuti 

untuk mengurus sertifikat tanah. Proses yang pertama adalah pengurusan di 

kantor kelurahan atau kantor desa. Proses kedua adalah pengurusan di Kantor 

Badan Pertanahan Nasional. 

Dari situlah, dibutuhkan Syarat Jual Beli Tanah yang nantinya bisa 

membantu apa saja persyaratan yang harus di lengkapi guna menghindari 

konflik. Tanah bukanlah benda murah yang bisa dibeli begitu saja, dan 

banyak prosedur yang harus kita ketahui. Jadi, ada baiknya kita mengetahui 

tata Cara Membeli Tanah yang belum ada sertifikatnya. 

Menurut informasi yang didapat penulis dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan 

pembeli atas dasar objek tanah girik. Perbuatan ”jual-beli atas dasar objek 

tanah girik” terkadang hanya dibuktikan dengan selembar kwitansi atau surat 

perjanjian antara kedua belah pihak sebagai bukti telah terjadi jual beli dan 

tidak sedikit masyarakat yang hanya memiliki bukti kepemilikan atas tanah 

yang masih atas nama pemilik yang lama (penjual) atau kadang belum sempat 

dibuatkan akta jual beli di PPAT, sementara pembeli sudah bayar. 

Pada dasarnya hal tersebut tidak dilarang, akan tetapi bisa menimbulkan 

suatu permasalahan baru ketika pihak pembeli akan mendaftarkan hak atas 

tanah yang telah dibeli ataupun di balik nama ke Kantor Pertanahan untuk 
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memperoleh sertifikat, misalnya pihak penjual untuk ditemui atau diminta 

untuk tanda tangan akta jual beli dengan akta otentik PPAT tidak bisa dengan 

berbagai sebab atau tidak diketahui keberadaannya.  

Berdasarkan latar belakang, yang menjadi pokok permasalahan untuk 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keabsahan Akta Jual Beli Nomor. 39/2020 yang dibuat 

oleh PPAT? 

2. Bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Nomor. 

39/2020 yang dibuat oleh PPAT?  

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Dilihat dari sifatnya penelitian ini 

tergolong penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriprif dengan variabel 

‘pembuatan akta jual beli tanah atas dasar Kutipan C / Girik’ dan ‘dasar 

penjual dapat bertindak dalam menandatangani akta jual beli dengan objek 

tanah Kutipan C/Girik’. Pendekatan masalah yang diteliti menggunakan 

pendekatan normative yuridis. Data penelitian ini sepenuhnya menggunakan 

data sekunder, baik berbahan primer, berbahan sekunder dan tertier, yang 

diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (library research).  

Sedangkan teknik penyajian data sekunder tersebut berupa paparan 

(deskriptif) dalam bentuk narasi yang agak Panjang, yang sebelumnya 

dianalisis dengan metode kualitatif, yang memperlihatkan secara mendalam 

fenomena yang terungkap dalam data penelitian. 

C. HASIL PENELITIAN 

A. Kebsahan Akta Jual Beli Nomor 39.2020 Oleh PPAT 

Sehubungan dengan pelaksaan penerbitan Akta Jual Beli Nomor 

39/2020 oleh PPAT sebalgali berikut : 

1. Pihak Pertama/Pihak Penjual Tidak Mempunyai Dasar Untuk 

Menjual Objek Tanah Tersebut 
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Selalku penjuall, halruslalh aldal kalitalnnyal altalu hubungalnnyal dengaln 

objek yalng alkaln diperjuallbelikaln. Bisal bertindalk secalral lalngsung malupun 

berdalsalrkaln walris, hibalh, malupun PPJB. Dallalm alktal juall beli tersebut di 

altals, tidalk dijelalskaln dalsalr Pihalk Pertalmal dalpalt bertindalk untuk 

menalndaltalngalni alktal juall beli tersebut. Hall tersebut dalpalt salyal buktikaln 

dengaln suralt keteralngaln walris, yalng malnal Pihalk Pertalmal dallalm alktal juall 

beli tersebut bukalnlalh merupalkaln alhli walris dalri pemilik. 

Nalmun setelalh salyal melalkukaln pengecekaln daltal di lalpalngaln yalitu 

paldal kalntor Desal Talpos, Kecalmaltaln Tigalralksal, Kalbupalten Talngeralng, 

memalng benalr aldal perallihaln alntalral alhli walris dengaln Pihalk Pertalmal 

dallalm alktal juall beli tersebut, nalmun halnyal dallalm bentuk walrkalh belum 

dinalikaln ke dallalm Alktal Juall Beli. 

2. PPAT Tidak Melibatkan Pihak Desa Dalam Pemberian Akta Jual Beli 

tersebut 

Objek yalng diperjuall belikaln dallalm alktal juall beli tersebut, aldallalh 

malsih berbentuk girik/kutipaln C, sehinggal buku talnalh malsih beraldal di 

kalntor desal dimalnal objek itu beraldal, daln sejalralh dalri objek tersebut palsti 

aldal tercaltalt dallalm buku talnalh paldal kalntor desal. 

Sehalrusnyal PPAlT halrus melibaltkaln Kepallal Desal dallalm 

pembualtaln Alktal Juall Beli tersebut. Salmal hallnyal seperti PPAlT membualt 

alktal juall beli dengaln objek Sertipikalt Halk Milik, dimalnal PPAlT halrus 

melalkukaln pengecekaln terhaldalp Sertipikalt Halk Milik terlebih dalhulu paldal 

Kalntor Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall dimalnal objek beraldal. 

 

3. Penandatanganan Akta Jual Beli Oleh Para Pihak Dilakukan Tidak 

Dihadapan PPAT Yang Menandatangani Akta Jual Beli (Titipan Akta) 

Palral pihalk, penjuall daln pembeli telalh sepalkalt untuk  

mengaldalkaln juall beli altals sebidalng talnalh yalng terletalk di sualtu daleralh. 

Untuk melalnjutkaln proses juall beli talnalh tersebut palral pihalk sepalkalt 
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untuk melalkukaln penalndaltalngalnaln alktal juall beli di kalntor PPAlT. 

PPAlT yalng dipilih aldallalh PPAlT yalng berallalmalt jaluh dalri obyek halk 

altals talnalh daln tempalt tinggall penjuall daln pembeli. Allalsaln pemilihaln 

PPAlT yalng bersalngkutaln aldallalh palral pihalk altalu sallalh saltu pihalk, sudalh 

lalmal menjaldi klien dalri PPAlT tersebut, sehinggal sudalh salngalt percalyal 

dengaln PPAlT tersebut, kalrenalnyal wallalupun obyek halk altals talnalh yalng 

alkaln diperjuall belikaln terletalk lumalyaln jaluh dalri kalntor PPAlT, palral 

pihalk altalu sallalh saltu pihalk tetalp bersikerals untuk memalkali jalsal PPAlT 

tersebut. 

Proses penalndaltalngalnaln alktal juall beli dallalm hall seperti  tersebut 

di altals aldallalh sebalgali berikut : 

Sebelum penalndaltalngalnaln alktal dilalkukaln seperti bialsal PPAlT yalng 

alkaln menitipkaln alktal, alkaln memintal semual dokumen-dokumen yalng 

diperlukaln gunal memenuhi persyalraltaln pembualtaln alktal PPAlT seperti 

allals halk altals objek yalng diperjuallbelikaln, identitals daln altalu dalsalr 

tindalkaln hukum penjuall daln pembeli, bukti pembalyalraln paljalk-paljalk 

terutalng, NPWP daln syalralt-syalralt lalin yalng diperlukaln. 

Paldal salalt penalndaltalngalnaln alktal, blalnko alktalnyal telalh diisi 

dengaln nalmal PPAlT berikut dengaln salksi-salksi dalri PPAlT yalng daleralh 

kerjalnyal meliputi daleralh di malnal obyek halk altals talnalh tersebut beraldal 

(PPAlT yalng alkaln dititipi alktal) sertal telalh diisi berdalsalrkaln dokumen-

dokumen daln daltal-daltal yalng telalh disalmpalikaln oleh palral pihalk. Alktal 

tersebut kemudialn dititipkaln ke sallalh saltu oralng kepercalyalaln penjuall 

untuk ditalndaltalngalni. Begitu jugal kepaldal pembeli, oralng kepercalyalaln 

tersebut yalng membalwal alktal tersebut untuk ditalndaltalngalni oleh 

pembeli. 

Setelalh palral pihalk menalndaltalngalni alktal tersebut, alktal tersebut 

oleh oralng yalng dititipkaln alktal tersebut, besertal dengaln semual daltal 
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pendukungnyal kemudialn diseralhkaln kepaldal PPAlT untuk diproses lebih 

lalnjutl. 

4. Penandatanganan Akta Jual Beli Oleh Penjual Dan Pembeli Tidak 

Dilakukan Dalam Waktu Yang Bersamaan Di Hadapan PPAT 

Dallalm penalndaltalngalnaln Alktal Juall Beli Nomor. 39/2020, sudalh 

jelals balhwal alktal tersebut tidalk ditalndaltalngalni oleh kedual belalh pihalk di 

haldalpaln PPAlT, kalrenal alktal tersebut dititipkaln kepaldal oralng kepercalyalaln 

si penjuall. 

Pembualtaln alktal PPAlT seperti ini mengalkibaltkaln salalt 

penalndaltalngalnaln alktal oleh palral pihalk daln salalt peresmialn alktal 

menjaldi berbedal.  

Proses juall beli seperti ini dalpalt terjaldi kalrenal berbalgali malcalm 

allalsaln. Allalsaln utalmalnyal aldallalh kalrenal kesibukaln palral pihalk sehinggal 

palral pihalk tidalk dalpalt daltalng ke kalntor PPAlT paldal salalt yalng 

bersalmalaln untuk melalkukaln penalndaltalngalnaln alktal. 

Menurut Palsall 101 Peralturaln Menteri Negalral Algralrial/ Kepallal 

Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Nomor 3 Talhun 1997 tentalng Ketentualn 

Pelalksalnalaln Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997 Tentalng 

Pendalftalraln Talnalh, penalndaltalngalnaln alktal halrus dilalkukaln oleh palral 

pihalk (penjuall daln pembeli) di haldalpaln PPAlT. 

5. Akta Jual Beli Telah Ditandatangani Tapi Kutipan “C”/Girik 

Belum Diperiksa Keseuaiannya Dengan Buku Tanah Di Kantor 

Desa Dimana Objek Tersebut Berada 

Sebelum penalndaltalngalnaln Alktal Juall Beli tersebut, PPAlT tidalk 

melalkukaln pemeriksalaln allals halk (dallalm hall ini Kutipaln C) altals objek 

talnalh tersebut ke Kalntor Desal dimalnal objek altals talnalh tersebut beraldal. 

Sehinggal nomor Kutipaln C / Girik, persil, daln blok altals nalmal penjuall 

berbedal dengaln kenyaltalalnnyal. Untuk penalndaltalngalnaln alktal juall beli 

tersebut, PPAlT tidalk melibaltkaln Kepallal Desal dallalm alktal tersebut, 
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sedalngkaln paldal umumnyal, alpalbilal PPAlT membualt alktal juall beli 

dimalnal objek yalng diperjuallbelikaln malsih berbentuk Kutipaln C/Girik, 

malkal PPAlT bialsalnyal alkaln membualt Kepallal Desal altalu Stalff Desal 

untuk dijaldikaln salksi di dallalm alktal juall beli tersebut. Hall ini dilalkukaln 

kalrenal untuk objek talnalh yalng malsih berbentuk Kutipaln C/Girik, buku 

talnalhnyal aldal di kalntor desal, sehingal kepallal desal altalu stalf desal lalh 

yalng mengetahui persis silsilalh altalu alsall usul pemilik objek talnalh 

tersebut. 

Proses pemeriksalaln tersebut bergalntung paldal diketemukaln altalu 

tidalknyal buku talnalh dengaln segeral. Bilal buku talnalh segeral 

diketemukaln beralrti pemeriksalaln kesesualialn Kutipaln C dengaln dalftalr-

dalftalr yalng aldal dallalm buku talnalh bisal segeral dilalkukaln. Alndalikaltal 

buku talnalh belum diketemukaln, alrtinyal pemeriksalaln altals kesesualialn 

Kutipaln C/Girik dengaln dalftalr-dalftalr yalng aldal dallalm buku talnalh 

belum bisal dilalkukaln. Belum diketemukalnnyal buku talnalh tidalklalh 

beralrti Kutipaln C/Girik yalng bersalngkutaln tidalk sesuali dengaln dalftalr-

dalftalr yalng aldal di kalntor Desal. 

Ketidalkpalstialn walktu bisal altalu tidalknyal pemeriksalaln dilalkukaln 

alkhirnyal membualt palral pihalk bersepalkalt untuk segeral saljal 

menalndaltalngalni alktal juall beli meskipun pemeriksalaln belum dalpalt 

dilalkukaln. Penalndaltalngalnaln ini dilalkukaln dengaln blalnko alktal juall beli 

diisi dengaln daltal yalng aldal alkaln tetalpi penomoraln daln penalnggallaln 

dalri alktal juall beli belum dilalkukaln. Penomoraln daln penalnggallaln alktal 

juall beli balru dilalkukaln setelalh Kutipaln C/Girik bisal diperiksal 

kesesualialnnyal dengaln dalftalr-dalftalr yalng aldal di kalntor Desal. 

6. Akta Ditandatangani Di Luar Kantor PPAT Dan Tanpa Dihadiri 

Oleh Saksi-Saksi 

PPAlT dallalm melalkukaln pembualtaln alktal halrus melalkukalnnya l 

di kalntor PPAlT yalng bersalngkutaln dengaln dihaldiri oleh palral pihalk 



Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 

 (Vol 5, No. 01, Desember 2025)  

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972 

 

 

222 

 

altalu kualsalnyal. Penalndaltalngalnaln alktal PPAlT dimungkinkaln untuk 

dilalkukaln di lualr kalntor PPAlT alpalbilal sallalh saltu pihalk tidalk dalpalt 

haldir di kalntor PPAlT alkaln tetalpi halruslalh dengaln allalsaln yalng salh daln 

pihalk yalng tidalk dalpalt haldir itu halruslalh berdomisili di daleralh kerjal 

PPAlT yalng bersalngkutaln. Hall ini oleh kalrenal PPAlT halnyal 

mempunyali kewenalngaln untuk membualt alktal di daleralh kerjalnyal. 

allalsaln-allalsaln yalng dalpalt dialnggalp sebalgali allalsaln yalng salh aldallalh, 

alpalbilal pihalk yalng bersalngkutaln dallalm kealdalaln salkit altalu oleh kalrenal 

telalh berusial lalnjut sehinggal tidalk dalpalt daltalng ke kalntor PPAlT. 

7. Nilai Harga Transaksi Yang Dimuat Dalam Akta Jual Beli Berbeda 

Dengan Nilai Transaksi Yang Sebenarnya 

Pembualtaln alktal juall beli yalng nilali tralnsalksi perallihaln halknyal 

lebih kecil dalri nilali tralnsalksi riil dilalkukaln untuk menguralngi jumlalh 

kewaljibaln pembalyalraln paljalk BPHTB daln PPH. Bialsalnyal nilali 

tralnsalksi yalng dimualt dallalm alktal juall beli aldallalh nilali dalri Nilali Juall 

Objek Paljalk (NJOP) dibulaltkaln ke altals, sehinggal paljalk-paljalk yalng 

halrus dibalyalr aldallalh berdalsalrkaln nilali NJOP yalng dibulaltkaln ke altals. 

Jaldi tujualn dilalkukalnnnyal pengecilaln nilali tralnsalksi dallalm alktal juall beli 

aldallalh untuk mengecilkaln jumlalh paljalk-paljalk yalng halrus dibalyalr.. 

B. Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuatnya 

PPAlT sebalgali pejalbalt umum yalng berwenalng memiliki kewaljibaln 

untuk bekerjal dengaln penuh ralsal talnggung jalwalb, malndiri, jujur daln tidalk 

berpihalk sebalgalimalnal Palsall 3 huruf f Kode Etik PPAlT. PPAlT jugal 

dilalralng untuk melalkukaln perbualtaln-perbualtaln yalng melalnggalr ketentualn 

dallalm Peralturaln Jalbaltaln PPAlT daln peralturaln perundalng-undalngaln yalng 

lalin (Palsall 4 huruf r alngkal 1 Kode Etik PPAlT). Selalin itu, PPAlT sebalgali 

pejalbalt umum yalng berwenalng membualt alktal otentik dituntut untuk: 

1. Membualt alktal yalng dalpalt dipalkali sebalgali dalsalr yalng kualt balgi 

pelalksalnalaln pendalftalraln perallihaln halk altalu pembebalnaln halk;  
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2. PPAlT bertalnggung jalwalb terhaldalp terpenuhinyal unsur kecalkalpaln 

daln kewenalngaln penghaldalp dallalm Alktal daln kealbsalhaln perbualtaln 

hukumnyal sesuali daltal daln keteralngaln yalng disalmpalikaln 

penghaldalp yalng dikenall altalu diperkenallkaln;  

3. PPAlT bertalnggung jalwalb balhwal dokumen yalng dipalkali sebalgali 

dalsalr melalkukaln tindalkaln hukum, kekualtaln daln pembuktialnnyal 

telalh memenuhi jalminaln kepalstialn hukum untuk ditindalklalnjuti 

dallalm alktal otentik daln sesuali ketentualn yalng berlalku;  

4. PPAlT bertalnggung jalwalb terhaldalp salhnyal perbualtaln hukum sesuali 

daltal daln ketalralngaln palral penghaldalp sertal menjalmin otentisitals 

alktal daln bertalnggung jalwalb pembualtalnnyal sesuali prosedur. 

Disalmping itu, berdalsalrkaln ketentualn Palsall 55 PERKAlBAlN 

No.1/2006 sebalgalimalnal telalh diubalh dengaln PERKAlBAlN No.23/2009, 

dikaltalkaln balhwal PPAlT bertalnggung jalwalb secalral pribaldi altals 

pelalksalnalaln tugals daln jalbaltalnnyal dallalm setialp pembualtaln alktal. Aldalpun 

talnggung jalwalb PPAlT terhaldalp alktal yalng mengalndung calcalt hukum, 

dalpalt diuralikaln sebalgali berikut: 

Pertalmal, pertalnggungjalwalbaln PPAlT secalral aldministralsi. 

Kesallalhaln aldministralsi altalu mall aldministralsi yalng dilalkukaln oleh PPAlT 

dallalm membualt alktal otentik tentunyal alkaln menimbulkaln konsekuensi 

hukum tertentu, yalitu PPAlT dalpalt dimintali pertalnggungjalwalbaln balik 

secalral hukum (aldministraltif) malupun secalral morall. Pertalnggungjalwalbaln 

aldministraltif oleh PPAlT yalng terkalit dengaln kesengaljalaln, keallpalaln 

daln/altalu kelallalialnnyal dallalm menjallalnkaln wewenalngnyal yalitu membualt 

alktal otentik, aldallalh dikenalkalnnyal salnksi aldministraltif. Penjaltuhaln salnksi 

aldministraltif tersebut disesualikaln dengaln kualntitals daln kuallitals 

pelalnggalraln yalng dilalkukaln alnggotal tersebut. 

Paldal dalsalrnyal salnksi aldministraltif yalng dalpalt dikenalkaln terhaldalp 

PPAlT yalng melalnggalr Peralturaln Jalbaltaln PPAlT altalu peralturaln perundalng-
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undalngaln yalng lalin aldallalh teguraln, peringaltaln, pemberhentialn sementalral, 

diberhentikaln dengaln hormalt, diberhentikaln dengaln tidalk hormalt. PPAlT 

dalpalt diberhentikaln dengaln tidalk hormalt. Selalnjutnyal PPAlT yalng 

bersalngkutaln jugal dalpalt dikenali salnksi aldministralrif kalrenal melalnggalr 

kode etik PPAlT (Palsall 6 alyalt (1) Kode Etik PPAlT), yalitu : 

1. Teguraln;  

2. Peringaltaln;  

3. Schorsing (pemecaltaln sementalral) dalri kealnggotalaln 

perkumpulaln IPPAlT;  

4. Onzetting (pemecaltaln) dalri kealnggotalaln perkumpulaln IPPAlT; 

daln  

5. Pemberhentialn dengaln tidalk hormalt dalri kealnggotalaln 

perkumpulaln IPPAlT.“ 

Alpalbilal dikalitkaln dengaln pembualtaln alktal juall beli nomor 39/2020, 

PPAlT MR memalng tidalk mengetalhui balhwal Penghaldalp “Linal Ulalndalri“ 

bukalnlalh pemilik altalu alhli walris dalri pemilik alwall, sehinggal PPAlT MR 

halnyal dalpalt dimintali pertalnggungjalwalbaln secalral aldministraltif kalrenal alktal 

juall beli nomor 39/2020 yalng dibualtnyal baltall, sehinggal ial dialnggalp lallali 

dallalm menjallalnkaln tugals daln kewaljibalnnyal untuk menjalmin balhwal telalh 

dilalkukalnnyal sualtu perbualtaln hukum (juall beli alntalral Linal Ulalndalri 

dengaln Palskal Malrial Malgdallenal) terkalit halk altals talnalh, dengaln alktal juall 

beli nomor 39/2020 yalng dibualtnyal. Pertalnggungjalwalbaln aldministraltif 

PPAlT MR aldallalh dengaln dikenalkalnnyal salnksi aldministraltif berupal 

teguraln daln/altalu pemberhentialn sementalral kalrenal melalkukaln pelalnggalraln 

ringaln terhaldalp lalralngaln altalu kewaljibaln sebalgali PPAlT (Palsall 10 alyalt (4) 

huruf c PP No.24/2016). 

Kedual, pertalnggungjalwalbaln PPAlT secalral perdaltal. 

Pertalnggungjalwalbaln PPAlT terkalit kesengaljalaln, keallpalaln daln/altalu 

kelallalialnnyal dallalm pembualtaln alktal juall beli yalng menyimpalng dalri syalralt 
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formil daln syalralt malteril taltal calral pembualtaln alktal PPAlT, tidalk saljal dalpalt 

dikenalkaln salnksi aldministraltif, talpi jugal secalral perdaltal. 

Pertalnggungjalwalbaln secalral perdaltal berlalku alpalbilal aldalnyal tuntutaln 

perdaltal dalri pihalk yalng berkalitaln dengaln alktal juall beli yalng dibualt oleh 

PPAlT, daln pihalk tersebut meralsal dirugikaln dengaln kehaldiraln AlJB 

tersebut. Tuntutaln perdaltal terhaldalp kesallalhaln (beroepsfout) dalri PPAlT, 

halrus terlebih dalhulu ditelalalh. Alpalkalh kesallalhaln tersebut merupalkaln 

walnprestalsi altalukalh perbualtaln melalnggalr hukum (onrechtmaltige dalald). 

Walnprestalsi terjaldi alpalbilal didalhului dengaln aldalnyal perjalnjialn, 

sedalngkaln jikal tidalk aldal kalitalnnyal dengaln perjalnjialn malkal bentuk 

pelalnggalralnnyal disebut perbualtaln melalnggalr hukum altalu onrechtmaltige 

dalald. Salnksi perdaltal yalng dijaltuhkaln kepaldal PPAlT altals perbualtaln 

melalnggalr hukum (onrechtmaltige dalald), yalkni perbualtaln yalng 

menimbulkaln kerugialn, daln secalral normaltif perbualtaln tersebut tunduk 

paldal ketentualn Palsall 1365 KUHPerdaltal, yalng berbunyi “Tialp perbualtaln 

melalnggalr hukum, yalng membalwal kerugialn kepaldal seoralng lalin, 

mewaljibkaln oralng yalng kalrenal sallalhnyal menerbitkaln kerugialn itu, 

menggalnti kerugialn tersebut”. 

Alpalbilal dikalitkaln dengaln pembualtaln alktal juall beli nomor 39/2020, 

PPAlT MR dalpalt dikenali tuntutaln perdaltal altals dalsalr Perbualtaln Melalwaln 

Hukum (Palsall 1365 KUHPerdaltal) oleh pihalk yalng meralsal dirugikaln 

alkibalt pembualtaln alktal juall beli nomor 39/2020 tersebut yalitu, Palskal Malrial 

Malgdallenal. Gugaltaln yalng didalsalri dengaln Palsall 1365 KUHPerdaltal halrus 

memenuhi 4 unsur terlebih dalhulu, yalitu aldalnyal perbualtaln melalwaln 

hukum, kesallalhaln, kerugialn, daln hubungaln kalusall alntalral kesallalhaln 

dengaln kerugialn yalng diderital. Perbualtaln melalwaln hukum yalng dilalkukaln 

oleh PPAlT MR aldallalh membualt alktal juall beli yalng tidalk sesuali dengaln 

prosedur yalng dialtur dallalm peralturaln perundalng-undalngaln, yalitu AlJB 

dibualt talnpal kehaldiraln daln talndal talngaln dalri alhli walris sebalgali pemilik 
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talnalh yalng berhalk (melalnggalr Palsall 101 alyalt (1) PMNAl 3/1997 jo 

PERKAlBAlN 8/2012). Kesallalhaln yalng dilalkukaln oleh PPAlT MR aldallalh 

menjallalnkaln kewaljibaln daln tugalsnyal dengaln tidalk cermalt daln tidalk halti-

halti. Sebalgali pejalbalt umum yalng bermalrtalbalt luhur, dituntut untuk selallu 

bersikalp cermalt daln halti-halti dallalm melalksalnalkaln setialp tugals daln 

kewaljibaln yalng diembalnnyal. PPAlT MR sehalrusnyal lebih cermalt daln halti-

halti dallalm pembualtaln alktal juall beli nomor 39/2020 tersebut. 

Ketigal, pertalnggungjalwalbaln PPAlT Secalral Pidalnal. Penjaltuhaln 

salnksi pidalnal terhaldalp PPAlT MR dalpalt dikenalkaln alpalbilal ial terbukti 

benalr melalkukaln pemallsualn suralt-suralt altalu dokumen-dokumen yalng 

menjaldi dalsalr dibualtnyal alktal juall beli nomor 39/2020. Alpalbilal ial terbukti 

benalr membalntu altalu turut sertal melalkukaln pemallsualn suralt bersalmal 

dengaln Linal Ulalndalri, malkal Ial dalpalt dikenalkaln Palsall 55 jo Palsall 56 

KUHPidalnal. Palsall 55 KUHPidalnal menyaltalkaln balhwal:  

“Dipidalnal sebalgali pelalku tindalk pidalnal; merekal yalng melalkukaln, 

yalng menyuruh melalkukaln, daln turut sertal melalkukaln perbualtaln”  

sedalngkaln Palsall 56 KUHPidalnal menyaltalkaln balhwal:  

“Dipidalnal sebalgali pembalntu kejalhaltaln; Balralngsialpal dengaln sengaljal 

membalntu melalkukaln kejalhaltaln itu; Balralngsialpal dengaln sengaljal 

memberikaln kesempaltaln, dalyal upalyal, altalu keteralngaln untuk 

melalkukaln kejalhaltaln itu.”  

Syalralt malteril daln syalralt formil dalri prosedur pembualtaln alktal 

PPAlT merupalkaln alspek-alspek formall yalng halrus dipenuhi dallalm 

membualt alktal juall beli talnalh. Penyimpalngaln terhaldalp syalralt malteriil daln 

formil dalri prosedur pembualtaln alktal PPAlT halrus dilihalt berdalsalrkaln 

baltalsaln-baltalsaln dalri alspek formall tersebut yalng malnal telalh ditentukaln 

oleh peralturaln perundalngundalngaln yalng terkalit dengaln kePPAlT-aln. 

Alrtinyal alpalbilal seoralng PPAlT melalkukaln pelalnggalraln dalri alspek-alspek 

formall, malkal salnksi yalng dalpalt dijaltuhi aldallalh salnksi perdaltal daln salnksi 
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aldministraltif tergalntung paldal jenis pelalnggalralnnyal altalu salnksi kode etik 

IPPAlT, sedalngkaln salnksi pidalnal halnyal dalpalt dijaltuhkaln alpalbilal PPAlT 

yalng bersalngkutaln telalh terbukti benalr telalh melalkukaln sualtu tindalk 

pidalnal. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan seperti 

yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. PPAT dalam hal memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta jual beli 

yang didasarkan pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Namun, masih terdapat banyak kekeliruan 

yang dilakukan oleh PPAT dalam membuat suatu Akta Jual Beli yang 

mengakibatkan akta yang dibuatnya cacat karena syarat materil dan formil 

yang tidak terpenuhi. Mulai dari tahap persiapan pembuatan akta, 

pembuatan dan penandatanganan akta, hingga pendaftaran permohonan 

hak baru. 

2. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam 

pembuatan Akta Jual Beli Nomor 39/2020 merupakan kelalaian dari PPAT 

itu sendiri. Terkait dengan hal itu,  tanggung jawab PPAT pada Akta Jual 

Beli Nomor 39/2020 yang memuat keterangan palsu yang mana yang 

berhak bertindak atas objek yang menjadi dasar peralihan bukanlah Pihak 

yang semestinya menurut hukum, namun pihak lain yang menandatangani 

Akta Jual Beli Nomor 39/2020. Hal tersebut juga tentu telah melanggar 

syarat formil maupun materil dalam suatu perjanjian Akta Jual Beli. 

Namun dalam penelitian ini, sehubungan dengan Pihak Kedua dalam Akta 

Jual Beli Nomor 39/2020 tidak dapat melanjutkan ke tahap proses 

permohonan hak baru atau persertipikatan atas objek yang dibelinya 

dikarenakan oleh hal-hal tersebut diatas, maka para pihak dan PPAT 

sepakat untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor 39/2020, dan kemudian 
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dibuatkan suatu akta jual beli yang baru sesuai dengan syarat sah nya suatu 

perjanjian. 
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